A.

BAB 11
PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terhadap kegiatan pertambangan timah sebagai upaya pengendalian
kerusakan lingkungan sudah dijalankan, namun belum dilakukan dengan
maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah sudah melakukan keduanya sudah melakukan pembinaan dan
pengawasan langsung kepada pelaku usaha pertambangan di lapangan,

namun belum dilakukan secara periodik.

. Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terhadap kegiatan pertambangan timah tersebut
disebabkan banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat
sekitar, keterbatasan dana untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan akibat aktifitas pertambangan ilegal, dan kurangnya jumlah

sumber daya manusia.
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Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai

berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan evaluasi
terkait efektifitas pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan timah.

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu
menyusun strategi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan yang
diakibatkan kegiatan usaha pertambangan timah.

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu
menambah jumlah SDM untuk mengawasi kegiatan usaha pertambangan
timah.

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup perlu
menindaklanjuti dengan tegas penerapan sanksi hukum terkait pertambangan

ilegal yang dilakukan masyarakat.
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